






A. Latar Belakang Masalah 
Perencanaan, pengontrolan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja yang 
efektif dan efisien merupakan unsur yang semestinya dimiliki setiap instansi 
pemerintahan dalam menjalankan segala kegiatannya, karena unsur tersebut 
sebagai penunjang dalam mencapai tujuan intsansi pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan efisiensi dan efektifitas suatu instansi 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
merupakan faktor yang ada didalam instansi itu sendiri dimana segala sesuatu 
yang berhubungan dengan manajemen serta kebijakan instansi, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang dimana menyangkut 
perkembangan perekonomian, pembangunan, globalisasi dan keadaan sosial 
masyarakat. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan sistem peyelenggara 
pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang. 
Dalam suatu instansi pemerintah atau swasta pengadaan barang atau jasa 
sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu proses instansi pemerintahan maupun 
swasta dan keberhasilan instansi. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang 
maksimal harus melalui pengadaan terlebih dahulu. Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 
Tahun 2012 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
merupakan upaya membangun kembali landasan implementasi kebijakan 
pengadaan barang pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan semangat 
berkompetensi serta pemberdayaan masyarakat professional. 
Dalam instansi pemerintah baik ditingakat puasat maupun ditingkat daerah 
tidak lepas dari kegiatan pengadaan barang untuk menunjang kegiatan 
administrasi kantor seperti tulis menulis, catat-mencatat, mengarsip, dan 
pekerjaan kantor lainnya. Pekerjaan kantor berperan sangat penting dalam 
kegiatan pengelolaan administrasi dari aktivitas kerja kantor baik kegiatan yang 




perkantoran yang dijalankan dengan baik dan lancar berdampak baik pula pada 
pekerjaan lain didalam instansi pemerintah. Salah satu faktor penunjang 
kelancaran operasional suatu instansi pemerintah adalah penggunaan alat tulis 
kantor (ATK), untuk tercapainya prosedur pengadaan alat tulis kantor yang efektif 
dan efisien. 
Saat ini sudah terdapat banyak bagian untuk pengadaan barang disuatu 
instansi atau organisasi yang didirikan, karena peran bagian pengadaan barang alat 
tulis kantor (ATK) sangat dibutuhkan dalam mendukung suatu kelancaran operasi 
suatu instansi atau organisasi tersebut. Begitu pula dengan Sekretariat Daerah 
Kota Malang yang membutuhkan adanya bagian pengadaan barang alat tulis 
kantor untuk memenuhi kegiatan perkantoran. 
Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia saat ini sudah diatur dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar 
dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, sehingga meminimalkan 
adanya tindakan KKN. Dalam Peraturan Presiden ini diuraikan juga metode-
metode pengadaan barang/jasa,yaitu: Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, 
Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, 
Sayembara, Kontes, Penunjukkan Langsung, dan Pengadaan Langsung. 
Pengedaan alat tulis kantor di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang 
mengguakan metode pengadaa langsung dalam proses kegiatannya. Metode 
pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia 
barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Metode ini 
bisanya digunakan untuk pengadaan yang bernilai diantara Rp. 50 juta sampai 
dengan Rp. 200 juta. 
Proses adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 
(Mulyadi, 2001). Pengadaan alat tulis kantor merupakan salah satu bentuk sistem 




Bagi suatu instansi pemerintahan alat tulis kantor (ATK) merupakan alat 
pendukung yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan dan 
kelancaran kegiatan operasional kantor. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) 
dapat berpengaruh terhadap mutu dan progres kegiatan yang diselenggarakan 
kantor. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) ditentukan oleh perencanaan dan 
pelaksanaan proses pembeliannya, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bagian 
Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. 
 Pemerintah kota merupakan suatu unit organisasi yang memerintah suatu 
kota tertentu. Secara administratif pemerintah berbentuk pemerintahan daerah 
yang mayoritas wilayahnya merupakan  daerah perkotaan yang membawa 
implikasi tugas pemerintah kota dalam menyediakan pelayanan, serta perlunya 
manajemen kota yang efektif, titik temu birokrasi yang menyediakan pelayanan 
dengan masyarakat yang membutuhakan pelayanan, sarana dan prasarana. 
Pemerintah daerah dibedakan antara kota dan daerah khusus ibukota pemerintah 
kota bersifat otonom dan kedudukannya sejajar dengan pemerintah kabupaten. 
Pemerintah daerah berperan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengamati tentang 
prosedur pengadaan alat tulis kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota 
Malang. Maka dari itu penulis mengambil judul “PROSES PENGADAAN 
BARANG PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA 
MALANG”. 
  
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang maka permasalahan yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Bagian Umum 
Sekretariat Daerah Kota Malang? 
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada pada prosedur pengadaan alat tulis 
kantor (ATK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah kota Malang, dan 




C. Batasan Masalah  
Pembatasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan pokok permasalahan 
yang diteliti tidak melebar dari apa yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain 
agar penelitian terfokuskan pada tujuan yang diteliti, peneliti dalam hal ini 
membatasi masalah hanya pada Proses Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada 
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui proses pengadaan barang pada Bagian Umum Sekretariat 
Daerah Kota Malang. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada saat 
pengadaan barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang serta  
mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan yeng terjadi pada saat proses 
pengadaan barang. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Sekretariat Daerah Kota Malang 
Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan terkait proses pengadaan barang 
dan bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada pada sekretariat daerah 
kota Malang. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil dari pengamatan ini dapat dipergunakan sebagai referensi yang lebih 
dalam pelaksanaan prosedur pengadaan alat tulis kantor pada Bagian Umum 
Sekretariat Daerah Kota Malang. 
3. Bagi Mahasiswa  
Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan secara lengsung tentang 
prosedur pengadaan alat tulis kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 
Kota Malang dengan metode pemilihan langsung dan kelak akan dapat 
digunakan sebagai bekal ketika menghadapi dunia kerja. 
